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IR P,
Womor 556/01 /DISBUDPAR/ 1/2015

Pada hari inl, Senin tanggal Lima Bulan Januari Tohun Dua Ribu Limabelas Yang
bertandatangan dibawah ini :

1. BUPATI MAMASA g Pemerintah  Kabupaten Mamasa Berkedudukan DI
Kabupaten Mamasy, dalam Jabatan tersebut bertindak
untuk selaku penyedia sarana dan prasarana Obyele Wisatia
Permandian Alr Panas Rante-Rante, Selanjutnya di sobat
PIHAK PERTAMA,

2. YOSEPINA RAMPANG Sebagai pengelolu  Obyek Wisuta Permandlan Air Punas
Rante-rante, berkedudukan di Rante-Rante Desa Osango,
Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa, sclanjutnya di
sebut PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PINAK KEDUA setwju dan sepakat untulk mengadakan perjonjan
kerjasama penggunausahaan Obyek Wisata Permandiaa Atr Panas Rante-Rante dengan syarst-
syarat dan ketentuan sebagalmana teruralkan dalam pain-pain dibawah fnd

PASAL 1
DASAR PERJANJIAN

Ada kesepakatan antarns PIHAK PERTAMA dan PINAK KEDUA atas dasar  sallog
mengm Y dal pengelolaan Obyek Wisata Permandian Alr Panas Rante-Rante di Desa

Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa,

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA sebagal penyedia savana dan prasarana Obyele Wisata Permandisn Air
Panas Rante-Rante yang berlokasi di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa.
ber ksud meng hakan sarana tersebut agar berdayaguna dan berhasilguna dalam
pelayanan keglatan Masyarakat dalam penyediaan Obyek Wisata

2. Tujuan perjanjian kerfasama Inl, adalah penyediaan tempat rekreast dar  sarana
Kepariwisataan bagl Masysrakat yang disediakan dan dikeloinh Pemerintah Kabupaten
Mamasa,
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PASAL 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan perjanjian kerjasamas ini adalah Pongpgunausashaan Obyok Wisata
Permandian Alr Panas yang terfetak dl Rante-rante, Desxa Osanpgo, Kecamatan marmasa
Kabupaten Mamasa,

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANTIAN

1. Setelalh melakukan pemuntaun dan evaluasi sebagalmang surat pesjanjlan inl ternyata
mengalami peningl pend

2. Berdasarkan hasil p bagai vt avar (1) pasal inl, maka akan dilakukan
poenijasan ulang mengenal besaran Retribusi setiap bulannya.

3. Perjanjlan inl berlaku efektif terhitung scjak tanggal 05 januarn 2015 dan berlaku untuk
jangka waktu (5) Lima tabhun atau bevakhie pada tanggal D5 Januan 2020, deagan cetentuan
perjaniian imakan diadakan evaluasi setiap tahunnya,

4. Apabila hastl evaluasi memaksa untul sogers mengakhivi pecjaniian kerjasama ini, mala
perjanjian ini dapat berjalan hanya dalam jangka 1 [(Sata) Tahun sajga

5. Setolah berlakunys masa kegiatan sebhagaimana tersebut diatas pasal ayat (1) perjanilan
ir s dapat diperpanjang atas keseposkatan PIHAK PERTAMA dan PIHAR KEDUA.

PASAL 5
HAK dan KEWAJIBAN

1. Hak-Hak Para PIHAK.

a, PINAK PERTAMA, berhak menerima turan/retribust darl hasil ponggunausahaan
Obyek Wisata Pormandisan Air panas Rante-Rante secara hukam sesual kesepakatan
antara PMIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

L. PIHAK KEDUA, berhak menorima soewa dart penggunausahaan Obyelc Wisata
Permandian Air Panas Rante-Rante untuk dipolibers dan dikelolah dengan balk demi
kepentingan ber

2. Fewajiban Para PIHAK.

. PIHAK PERTAMA, wajlb menyerahkan sarana dan prasarana Obyek Wisara
Permandian Air Panas Rante-Rante kepada PIHAK KEDUA untuk dikelolah sampal
pada batas waktu yang telah disepakati dalam perjanjiaa ini

b. PIHAK KEDUA, wajib memelihara koutuhan, menghindasl kerusakan sarana dan
prasarana pada Obyek Wisata Permandian Air Panas Ranto-Rante yony disediakan
oleh PIHAK PERTAMA. Dan tidak mengalihkan penguonausahaan kepada orang lain
tanpa sepengatahuan PIHAK PERTAMA.

< PIHAK KEDUA, wajib mebayar luran/Retribus) darl hastl penggunausabaan sarana
dan prasarana Obyck Wisata Permandian Air Panas Rante Rante kepada PINAK
PERTAMA.

PASAL 6
PENERIMAAN dan PENYETORAN IURAN/RETRIBUSI

1. Pada saat ditandatanganinya perjanjian ini, iuran / Retribust yang berhak diterima oloh
PINAK PERTAMA davi PIHAK KEDUA adalah Sebesar Bp. 500,000 (Lima Ratus Ribw
RBuptah) sctiap Bulannyva dan disetor melaluy Dinss Kebudayann dan Pariwisata Kabupsaren
Mamaga, selaku perpanjangan tungan PIHAK PERTAMA Paling lambat hari terakhir bulan
berjalan, untul kemudiar disetor sebagal PAD (Pendapatan Asli Daveah) Dinas Kehadayaoan
dan Pariwisam Kabuparten Mamasa,
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PASAL 10
PENGALIHAN

Hal dan kewajlban PARA PIHAK berdasarkan perjanjian inl tidak boleh dialibban, baik
sebagian manapun seluruhnya kepada Pihak laln, mnpa persetujuan tertulis sebelumnys dari
piaak lain.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILL

1. Sedap perselisihan, perteantungsn dan perbedasn pendapat yang timbul sehubungan dengan
perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan  diselesaikan  terlebih dahulu  socara
musyawarah dan mufakat oleh para pihak.

2. Apabilah penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini tidak berhasil mencapal mufakat, maka para pihak sepalmar untuk menyerahkan
perselisthan tersebut melalul Pengadilan Nogeri Polewali

PASAL 12
KETENTUAN LAIN

1, Hal-ha yang belum diatur dan atau belum cukup di atur dalam perjanjlan kerjasama ini,
akan diatur dalam perjanjian tambahan

Z, Surat perjanjian kerinsama ini dibuat di Mamaza dalam 3 (Tiga) Rangkap dengan kekoatan
hukum yang sama. 2 (Dua) diantaranya bermateral cukup untuk dipegang oleh masing-
masing pihak, 1 (Satu) rangkap tanpa materal menjadi arsip yang tersimpan pada PINAK
PERTAMA untuk Bahan seperiuhnya.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Jan I&q‘,’gﬂ!}-’}' f‘"&?‘ Fupati Mamasa
nma_nuuua
YOSEPINA RAMPANG H. RAMLAN BADAWI
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PT, PEKSI GUNARAHARJA

PELOPOR DUNIA PERPUYUHAN INDONESIA
" raih sukses bersama Ramsi "

KANTOR PUSAT : NGASEM, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55571. TELP.(0274) 7495481, FAX. (0274) 557755
KANTOR CABANG 1 : PULO, DSN. III, BROSOT, GALUR, KULON PROGO, YOGYAKARTA 556622. TELP. (0274) 7492647
KANTOR CABANG 5 : SIDOREJO, SELOMERTO, WONOSOBO, JAWA TENGAH. TELP. 085740026860

SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN

Kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama PR

Jabatan s

Alamat : Ngasem Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta

Bertindak untuk dan atas nama PT Peksi Gunaraharja yang disebut Pihak I atau Inti.

Dengan

Nama R
KTP NOMOT & coveeieiiiieeeeeeee et
Alamat L

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang disebut Pihak II atau Plasma.

Sepakat mengadakan kerja sama dalam bidang Peternakan Puyuh dengan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

BAB1
PERSYARATAN MENJADI PLASMA
Pasal 1

Pihak II disetujui menjadi plasma setelah melalui tahapan :

1.
2.

Memiliki kandang dan peralatan pemeliharaan puyuh yang standard PT Peksi Gunaraharja.
Telah disurvey untuk diamati kandang serta peralatan yang ada, serta faktor teknis dan non teknis lain
sesuai peraturan yang ada di Kemitraan PT Peksi Gunaraharja.
Telah mendapatkan rekomendasi dari Team Survey untuk memelihara puyuh dan bermitra dengan
PT. Peksi Gunaraharja.
Menyerahkan foto kopi KTP
Sanggup dan bersedia mentaati semua peraturan yang ada dengan menandatangani surat perjanjian
ini.

BAB 11

PERMODALAN
Pasal 2

Pihak II atau Plasma harus menyediakan rumah kandang, kandang bateray dan peralatan pemeliharaan

puyuh beserta tenaga kerjanya dengan biaya Pihak II atau Plasma
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Pasal 3

Pihak II atau Plasma harus membeli DOQ , Pakan Stater, Vitamin dan obat dari PT. Peksi Gunaraharja.

Pasal 4

Pihak II atau Plasma akan mendapatkan pinjaman tray dan pakan Layer setelah puyuh mulai bertelur

BAB III
JAMINAN
Pasal 5

Pihak II atau Plasma wajib memberikan agunan bila Pihak I atau Inti meminta dari Pihak II atau Plasma

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan Kewajiban Pihak I atau Inti
Pasal 6

Pihak I atau Inti wajib :

1. Menyediakan DOQ (bibit puyuh), obat dan Pakan dengan harga jual beli yang sudah ditentukan
oleh Pihak I atau Inti.

2. Memberikan pemahaman dan penyuluhan kepada Pihak II atau Plasma tentang pemeliharaan
burung puyuh yang benar.

3. Mengambil semua hasil produksi telur (sesuai standard) dan mengantarkan pakan kepada Pihak II
atau Plasma pada kondisi harga bagus maupun jelek dan sejauh jangkauan armada Pihak I atau
Inti.

4. Mengambil burung puyuh yang tidak produktif atau afkir atau sebab lain yang sifatnya darurat
dari Pihak II atau Plasma sesuai dengan harga yang ditentukan Pihak I atau Inti.

5. Memberikan nota rincian transaksi jual beli kepada Pihak II atau Plasma sebagai bukti transaksi
kedua belah Pihak.

6. Mempertahankan serta menjaga kerjasama kedua belah Pihak demi tercapai kesejahteraan
bersama.

Pihak I atau Inti Berhak :

1. Menentukan jumlah populasi yang sesuai dengan kapasitas kandang Pihak II atau Plasma

2. Mendapatkan informasi kondisi dan perkembangan burung puyuh dari Pihak IT atau Plasma.

3. Mengetahui tata laksana dan menagemen pemeliharaan burung puyuh dari Pihak II atau Plasma.

4. Menentukan kebijakan dalam koridor kerjasama untuk menjaga loyalitas, kredibilitas,
konsistensi dari Pihak II atau Plasma.

5. Memberikan teguran, sangsi dan menghentikan sepihak atas kejasama kemitraan kepada

Pihak II atau Plasma apabila melanggar dari kesepakatan yang sudah disepakati bersama kedua

belah Pihak.
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Hak dan Kewajiban Pihak II
Pasal 7

Pihak II atau Plasma wajib :

1.

Berkewajiban mematuhi kebijakan dan kesepakatan kerjasama baik jual beli, konsistensi, dan
loyalitas kepada Pihak I atau Inti.

Berkewajiban menyetor/menjual semua hasil telur puyuh (yang standard) serta membeli pakan
petelur dan sarana produksi kepada Pihak I atau Inti.

Berkewajiban menjual burung puyuh yang tidak produktif atau afkir atau sebab lain yang sifatnya
darurat kepada Pihak I atau Inti.

Berkewajiban melunasi segala kewajiban-kewajibanya (apabila ada tunggakan hutang-piutang)
kepada Pihak I apabila Pihak I sudah tidak memelihara puyuh (berhenti bermitra)

Berkewajiban mempertahankan kerjasama kedua belah pihak demi tercapai kesejahteraan

bersama.

Pihak II atau Plasma Berhak :

1. Mendapatkan DOQ (bibit puyuh), obat dan Pakan dari Pihak I atau Inti dengan harga jual beli
yang sudah ditentukan oleh Pihak I atau Inti.
2. Mendapatkan pemahaman dan penyuluhan dari Pihak I atau Inti tentang pemeliharaan burung
puyuh yang benar.
3. Mendapatkan jaminan pemasaran telur (sesuai standard) dan afkiran oleh Pihak I atau Inti dalam
kondisi harga bagus maupun jelek.
4. Mendapatkan Jaminan suplay pakan oleh Pihak I atau Inti sesuai jadwal dan kebutuhan.
5. Mendapatkan pelayanan teknis pengambilan telur dan pengantaran pakan sejauh jangkauan
armada Pihak I atau Inti
6. Mendapatkan nota rincian transaksi jual beli dari Pihak I atau Inti sebagai bukti transaksi kedua
belah Pihak.
BAB V
MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8
Surat perjanjian ini berlaku sejak ... sampai berakhirnya kemitraan

atau sampai diputuskannya kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Apabila terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan akan diselesaikan

dengan jalur hukum. Demikian surat perjanjian ini Kami buat dan Kami tanda tangani bersama tanpa ada

paksaan dari Pihak manapun juga.

Yang mengadakan Perjanjian
MATERAI
................................. ) (e )
Pihak I atau Inti Pihak II atau Plsama
Saksi-saksi
................................................. ) (ceememereeeen ettt tenes)
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PERJANJIAN KERJASAMA
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR / ENERGI AIR

ANTARA
BALAI /BALAI BESAR...........scccssmmmmesssnnmsssssnnnssssssnnssssssnnnns

PERUSAHAAN .......cocccaimmummemmmennmumssnsninnnssesananss

Balai / Balai Besar NOMOT & ...cuvvviiiiiiiiiiiicenein e eaenens

Perusahaan NOMOF & e

Pada hari ini .....ccooevevniennnn. tanggal .....ccooeiiiiiiiiiiiii bulan ................ tahun
........................ , bertempat di ......................, kami yang bertanda tangan dibawah
ini :
1. Nama  erErErsEsEEEEEEEREREEEEEEEEEEEEEEEEREREEEEEEEEEEES

NIP © ereerrrerrrererr e

Jabatan : Kepala Balai / Balai Besar ..............

Alamat Kantor @ Jalan ..o
Bertindak untuk dan atas nama Balai / Balai Besar...........ccoeveueiiniiiniiinnnns , Direktorat

Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama | eeetmsssEsEEEEsEEsEEEEEEEEEEEEEEEEEEEsEEEEEEEs
Jabatan N B [ <) (|
Alamat Kantor & Jalan.... e e
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan ...........cccccooiviiiinnnnnn. ,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya
disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menyepakati terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan
tanggung jawab dan kewajiban bersama antara pemerintah, swasta dan
masyarakat;

Dalam kawasan konservasi mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati jenis tumbuhan dan satwa, serta
pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus
mempunyai fungsi hidrologis bagi kawasan disekitarnya;

Bahwa pemanfaatan jasa lingkungan air/energi air dari dalam kawasan ..............
untuk kepentingan masyarakat sekitar hendaknya mengikuti kaidah pemanfaatan

Halaman 1 dari 5
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secara lestari untuk dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya alam dan
kesejahteraan masyarakat serta menghindari pencemaran lingkungan baik genetika,
jenis, maupun ekosistem;

Bahwa untuk mendukung program Millenium Development Goals (MDGs) yang
dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, bahwa sampai tahun 2015 diharapkan 80%
masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat pedesaan dapat terlayani kebutuhan
sarana air bersihnya.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMD/Perusahaan swasta yang bergerak dibidang
pengelolaan air minum di wilayah ............cccoovvunnnns , berkeinginan memanfaatkan air
yang berada dalam/berasal dari kawasan hutan yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Bahwa berdasarkan Surat ............c....c... \\[o] 1[0 SRR tanggal ......ccoevevnnnens
perihal .......c.......... , akan dilaksanakan kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) .....cvvvveeee. untuk melayani kebutuhan air minum di wilayah .........................

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK
memandang perlu untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama.

PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pasal-pasal
sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN
Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah mengoptimalkan pemanfaatan secara
lestari sumber air......... melalui kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air
sungai/danau/mata air............. yang berada di blok ................. , Resort
....................... , Seksi ...........c.evneeen, berdasarkan prinsip-prinsip konservasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

a. Pemanfaatan energi air yang besarannya maksimal 20% debit air yang berasal
dari Sungai/danau/mata air ............... di blok .....c.cuu.ee.. , Resort ...............

b. Pembangunan sarana penunjang berupa bak penampung air bersih, yang
ukurannya dituangkan dalam arahan program dan rencana operasional;

c. Kegiatan konservasi yang besarannya akan dituangkan dalam arahan program
dan rencana operasional.

d. Monitoring dan evaluasi.
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Pasal 3
ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

Tujuan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi dijabarkan dalam
arahan program dan rencana operasional yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

a. Memperoleh informasi dan laporan mengenai rencana dan pelaksanaan
pemanfaatan air yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;

b. Mendapat dukungan /nkind dari PIHAK KEDUA dalam pengelolaan kawasan
............ khususnya dalam menjaga fungsi ekosistem hutan sebagai penyedia
dan pengatur tata air;

Cc. Memberi peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan
pemanfaatan air tersebut terdapat indikasi penyimpangan;

d. Mengesahkan Rencana Kerja.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Kerja PIHAK KEDUA;
b. Memberikan arahan teknis kepada PIHAK KEDUA mengenai pemanfaatan air;
c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan air oleh PIHAK

KEDUA.
(3) PIHAK KEDUA berhak:
a. Memanfaatkan air yang bersumber dari sumber air ........... yang berada di
blok ........... , Resort ...ccoovviiiiiiiniie, , SEKSI vivvviiiiiieeeen, ;

b. Memasang dan memelihara instalasi air berupa pipa PVC dan bak
penampung air;

Cc. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melakukan pengamanan instalasi air yang
dipasang di dalam kawasan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. Menyusun Rencana Kerja Lima tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan
(RKT) dan melaksanakannya;
b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitarnya untuk memanfaatkan

air;

c. Memelihara sungai/danau/mata air ........... yang berada di blok ................ ,
[2T0] o A ; SEKSI vivniiiiiiiii e,

d. Melakukan rehabilitasi/restorasi di kawasan ............... dengan bimbingan dan

arahan PIHAK PERTAMA;
e. Melakukan kegiatan:
1) Pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi yang dikerjasamakan;dan
2) Membangun/membuat persemaian bibit pohon lokal ............. untuk
kegiatan restorasi dan bibit buah-buahan untuk didistribusikan kepada
masyarakat sekitar;
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dengan bimbingan dan arahan PIHAK PERTAMA.
f. Membantu secara partisipatif dalam upaya perlindungan dan pelestarian

kawasan .............. dalam bentuk:

1) Melaporkan setiap pelanggaran/gangguan terhadap kawasan ...........
yang ditemui, dilihat dan/atau didengar kepada petugas ................ ;

2) Bersama-sama petugas ............... ikut serta melakukan pengawasan dan
pengamanan terhadap gangguan kawasan ................... ;

3) Menyebarluaskan informasi tentang upaya konservasi.

Pasal 5
JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
oleh PARA PIHAK dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun.

(2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik,
Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis
PARA PIHAK.

(3) Perpanjangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diajukan dan disetujui oleh PARA PIHAK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

Pasal 6
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

(1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA
PIHAK.
(2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
a. Berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian
Kerjasama;
b. Secara sepihak oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama
dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya, atau
c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, PIHAK KEDUA tidak
dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama
ini.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) PARA PIHAK sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara
musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut
ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat penyelesaian
di Kantor Penitera Pengadilan .................

Halaman 4 dari 5
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Pasal 8
KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan
kahar, dan berakibat merugikan PARA PIHAK, maka salah satu dari PARA PIHAK
yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah
satu dari PARA PIHAK dalam waktu minimal 3 x 24 jam.

(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa yang
terjadi di luar kemampuan/kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat
dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain: peperangan,
kerusuhan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai,
gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan
umum, dan kebakaran.

(3) Dalam hal terjadi kahar, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian
Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa lingkungan
air telah terbit, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali, dan operasional
pemanfaatan air disesuaikan peraturan perundangan-undangan dimaksud.

Pasal 10
PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam
bentuk perubahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerjasama ini.

(2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Direktur Utama ........cccccevunnene. Kepala Balai/Balai Besar ...............
NIP. i,
Mengetahui :
Bupati ......ccocvvnennee. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan

Konservasi dan Hutan Lindung
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan
Konservasi Alam

Halaman 5 dari 5
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Halaman 6 dari 5
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PERJANJIAN KERJA SAM A
eved PKSS od ../ 20..
PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PUSAT PERDAGANGAN WAROENG SIM TANI
DI WILAYAH : KECAMATAN ..o

KABUPATEN KOTA :ccicroimsasnvis atmsiasassammns « PROPINSE o
Pada harl Inl....icsisssisss (1 - | R —— 3 11] - | [ —— tahun 2012, yang bertanda tangan
dibawah ini :
Nama : Rudolf AS Sinaga
Jabatan : Direktur PT BRASSINDO BANGUN PERSADA
Alamat : Gedung Annex Lt 2 Wisma Bumi Asih, Jalan M atraman Raya 163 - Jakarta 13140

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Brassindo Bangun Persada, sesuai dengan Akte Pendirian
Perusahaan Nomor : 14, yang diterbitkan oleh Notaris B. Andy Widyanto SH, di Jakarta, Nomor Pokok Wajib
Pajak : 03.135.646.2-001.000 untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama.

g R e R S N P o0 P E AN e oo L g S S 2 S
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Nomor Pokok Wajib Pajak e e e e e e e e s

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, sesuai dengan alamat yang tercantum pada Kartu
Tanda Penduduk serta Nomor Pokok Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak .............. -
KotaMadya ......ccrviuinnn. . Propinsi ....uociu. ., untuk selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai
Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama - sama dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut
sebagai Para Pihak dan untuk kepentingan perjanjian dibawah ini terlebih dahulu menerangkan hal - hal
sebagai berikut :

1 | Bahwa Pihak Pertama adalah Anggota Konsorsium Simtani yang bertanggung jawab atas Pengelolaan
Sistim Kemitraan UKM & AGRO Business Center (Pusat Penyelenggaraan Jasa Layanan Transaksi Agri
Bisnis dan Pemasaran Produk Industri Kecil dan M enengah) dalam Operasional Sistim Perdagangan
Simtani Online.

2 | Bahwa Sistim Perdagangan Simtani Online - suatu Sistim Perdagangan yang menyediakan fasilitas sebesar
- besarnya kepada Pelaku Usaha di bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan,Kelautan dan Usaha Kecil
dan M enengah dibidang Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan,Kelautan untuk
melakukan transaksi Jual Beli secara langsung dengan Pedagang, Konsumen, Industri, Exportir di Dalam
dan Luar Negeri melalui Sistim Komunikasi yang dioperasikan dengan platform Internet.

3 | Bahwa Pihak Kedua adalah Pengusaha ......c.c...c.u.. yang berdomisili di wilayah ........cociuiuian Propinsi
....................... , memiliki Kartu Tanda Penduduk dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang
diterbitkan oleh Kantor Inspeksi Pajak KotaMadya ......c.ccuue.e. B (e[, || - Nen— , sebagaimana telah

tercantum tersebut diatas.

4 | Bahwa Pihak Pertama telah menawarkan peluang kerja sama untuk mengembangkan Usaha Pengelolaan
UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan ........... Kabupaten Kota/ Kota M adya
........................ wProping: st

5 | Bahwa Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center adalah Usaha Kerja Sama Pendirian dan
Pengelolaan Pusat Perdagangan yang menyelenggarakan Layanan kepada Para Pelaku Usaha yang ada di
wilayah kerjanya untuk melakukan transaksi Jual Beli dengan Pelaku Usaha di wilayah lain melalui Sistim
Komunikasi berbasis Internet.

6 | Bahwa Pihak Pertama telah menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci tentang Konsep dan
Operasional Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center kepada Pihak Kedua.

7 | Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan setuju untuk bekerja sama dengan Pihak Pertama untuk M endirikan
dan M engelola Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan ..................

Kabupaten Kota ........c.cuu.u. B[]\

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat bahwa kerja sama ini akan diselenggarakan dengan
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prinsip saling menguntungkan. Atas dasar hal - hal yang tersebut diatas, para pihak telah sepakat untuk
menetapkan ketentuan dan persyaratan kerja sama ini sebagaimana tercantum dibawah ini :

PASAL1 : MAKSUD & TUJUAN
1 | Para Pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam mendirikan dan
mengelola Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center di wilayah Kecamatan ................... Kabupaten

Kota e aasiaias aPropinslcssisnssss

2 | Pihak Kedua telah sepakat bahwa Usaha Kemitraan UKM & AGRO Business Center tersebut akan
menggunakan nama "PUSAT PERDAGANGAN WAROENG SIMTANI".

PASAL2 : LINGKUP KEGIATAN USAHA KERJA SAMA

Kegiatan Usaha Jasa Layanan yang diselenggarakan di Pusat Perdagangan "Waroeng Simtani" terdiri atas :
Jasa Layanan Promosi dan Pemasaran - Produk Usaha Industrik Kecil dan M enengah

Jasa Layanan Pendampingan Pengelolaan - Usaha Industri Kecil dan M enengah

Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Pertanian,

Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Peternakan,

Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Perikanan,

Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Perkebunan & Hutan Rakyat,

Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan - Produsen Produk Pertambangan Rakyat

Jasa Layanan Pendampingan bagi Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang Perdagangan.

e "~man oo

PASAL3 : HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM TAHAP PERSIAPAN

Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan Hak dan Kewajiban masing masing selama Tahap
Persiapan sebagai berikut :

1 | PERIODE PERSIAPAN :

Para Pihak telah sepakat bahwa periode persiapan ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang
dihitung sejak tanggal ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

2 | PENYELENGGARAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

a. Selama Periode Persiapan, Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelenggarakan Sarana dan Prasarana
Kerja yang diperlukan untuk pengoperasian kegiatan Usaha di Pusat Perdagangan Waroeng Simtani.

b. Penjelasan atas Sarana dan Prasarana kerja yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum
pada lembar Lampiran nomor 1, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

3 | PROGRAM PENERIM AAN & PELATIHAN TENAGA KERJA

a. Selama Periode di Persiapan, Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama, telah sepakat untuk melakukan
Proses Sosialisasi Lowongan Kerja bagi 25 (dua puluh lima) orang Tenaga Sarjana yang akan
ditempatkan sebagai Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor di Pusat Perdagangan Waroeng
Simtani

b. Penjelasan atas Program Penerimaan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang dimaksud pada butir a tersebut
diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 2, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

4 | PROGRAM JASA LAYANAN USAHA KECIL DAN M ENENGAH

a. Selama Periode di Persiapan, Pihak Kedua atas nama Pihak Pertama, telah sepakat untuk melakukan
Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan bagi Usaha
Industri Kecil dan M enengah yang ada diwilayah Kabupaten........ Propinsi.......

b. Penjelasan atas Pelaksanaan Kegiatan Promosi dan Pemasaran Produk Jasa Layanan Pemasaran dan
Pendampingan bagi Usaha Industri Kecil dan M enengah yang dimaksud pada butir a tersebut diatas
tercantum pada lembar Lampiran nomor 3, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

6 | BIAYA MATERI PROM OSI

a. Pihak Kedua telah sepakat untuk dikenakan Biaya M ateri Promosi sebesar Rp 750.000,- (terbilang:
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah saja).

b. Pihak Kedua telah sepakat untuk melunasi kewajiban Biaya Administrasi Kemitraan paling lambat 15
(lima belas) hari setelah Pihak Pertama menanda tangani Perjanjian Kemitraan.

c. Penjelasan tentang Biaya M ateri Promosi yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada
lembar Lampiran nomor 4, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL4 : HAK & KEWA)IBAN PARA PIHAK DALAM TAHAP PELAKSANAAN

Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan Hak dan Kewajiban masing masing selama Tahap
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Pelaksanaan sebagai berikut :

1 | PENERIM AAN USAHA JASA PERDAGANGAN ONLINE HASILBUM|
a. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Jasa Layanan Perdagangan Online adalah Usaha Jasa
Layanan Transaksi Perdagangan Produk Hasil Bumi yang diselenggarakan bagi para Pelaku Usaha dan
Anggota M asyarakat di Kecamatan ...........ccceeen. Kabupaten Kota/ KotaMadya ........ccccouenne. Propinsi
b. Jasa Layanan yang diselenggarakan meliputi Jasa - Jasa Layanan yang diperlukan Pelaku Usaha dalam
Proses Penjualan dan proses Pembelian Produk Hasil Bumi.
c. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penerimaan Usaha Jasa Perdagangan Online di atur berdasarkan
ketentuan Tarif Biaya Jasa Layanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama
d. Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan pembagian Penerimaan Usaha Jasa Layanan
Perdagangan Online sebagai berikut :
1) Pihak Pertama: 70% (tujuh puluh prosen)
2) Pihak Kedua :30% (tiga puluh prosen)
e. Penjelasan dan Perincian atas Penerimaan Usaha )asa Layanan Perdagangan Online yang dimaksud
pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 5, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

2 | PENERIM AAN USAHA JASA LAYANAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN M ENENGAH
a. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Jasa Layanan Usaha Industri Kecil dan M enengah
adalah Usaha Jasa Layanan Pemasaran dan Pendampingan yang diselenggarakan bagi para Pengusaha
Industri Kecil dan M enengah yang berdomisili di wilayah Kecamatan .............ccocuc.e. Kabupaten Kota /
KotaMadya........ceccrvniianns Propinsi .......cccveenes
b. Jasa Layanan yang diselenggarakan meliputi Jasa - Jasa Layanan yang diperlukan Pelaku Usaha dalam
Proses Penjualan, Proses Produksi, Proses Pembiayaan dan Pengadaan Bahan Baku
c. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penerimaan Usaha Jasa Layanan - Usaha Industri UKM di atur
berdasarkan ketentuan Tarif Biaya Jasa Layanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama
d. Para Pihak telah sepakat untuk mengatur ketentuan pembagian Penerimaan Usaha Jasa Layanan -
Usaha Industri UKM sebagai berikut :
1) Pihak Pertama: 70% (tujuh puluh prosen)
2) Pihak Kedua :30% (tiga puluh prosen)
e. Penjelasan dan Perincian atas Penerimaan Usaha asa Layanan Pemasaran dan Pendampingan Usaha
Industri Kecil dan M enengah yang dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar
Lampiran nomor 6, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

3 | BIAYA TENAGA KERJA PEM ASARAN & BUSINESS SURVEYOR

a. Pihak Pertama telah sepakat untuk bertanggung jawab atas Pembayaran Biaya Kompensasi Tenaga
Pemasaran dan Business Surveyor yang ditempatkan di Pusat Perdagangan Waroeng Simtani.

b. Penjelasan tentang Biaya Kompensasi Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor yang dimaksud pada
butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 7, surat Perjanjian Kerja Sama ini.

4 | BIAYA OPERASIONAL

a. Para Pihak telah sepakat bahwa seluruh Biaya - biaya kegiatan Operasional Pusat Perdagangan
Waroeng Simtani sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, tidak termasuk didalamnya Biaya
Kompensasi Tenaga Pemasaran dan Business Surveyor

b. Penjelasan atas Biaya Operasional Kegiatan Usaha Pusat Perdagangan Waroeng Simtani yang
dimaksud pada butir a tersebut diatas tercantum pada lembar Lampiran nomor 8, surat Perjanjian
Kerja Sama ini.

5 | OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

a. Pihak Kedua telah sepakat bahwa Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pusat Perdagangan Waroeng
Simtani akan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah Pihak Pertama menanda tangani
Perjanjian Kemitraan.

b. Para Pihak telah sepakat bahwa Kegiatan Usaha Kemitraan Pusat Perdagangan Waroeng Simtani mulai
dilaksanakan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditanda
tangani

PASALS5 : PERIODE KERJA SAMA

1 | Para Pihak telah sepakat untuk menetapkan perjanjian kerja sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
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terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 9 surat
perjanjian ini.

2 | Para Pihak telah sepakat bahwa Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada akhir periode kerja sama
PASAL 6 : PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1 | Dalam hal terjadi sengketa atau perselisinan dalam pelaksanaan Perjanjian ini Para Pihak akan
menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan tidak merugikan Para Pelaku Usaha
yang sedang melakukan transaksi.

2 | Apabila Para Pihak tidak berhasil menyelesaikan sengketa atau perselisihan tersebut secara musyawarah
untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Timur.

PASAL 7: LAIN-LAIN
Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan oleh Para Pihak dan
dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak, yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Demikian Perjanjian ini, dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di
bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing telah dibubuhi meterai dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak.

Pihak Pertama Pihak Kedua

Nama : Nama :
Jabatan : Jabatan :
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